Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja Menurut UU No. 13

Tahun 2003 pada PT. Hero Supermarket Tbk (GIANT) di Kota

Makassar by Qadri, Nur
i 
 
PELAKSANAAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA MENURUT UU NO. 
13 TAHUN 2003 PADA PT. HERO SUPERMARKET, TBK (GIANT) DI 
KOTA MAKASSAR 
 
 
 
Skripsi 
  
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH) 
Jurusan Ilmu Hukum Pada Fakultas Syari’ah dan Hukum 
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar 
 
Oleh 
NUR QADRI 
NIM. 10500111098 
 
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM 
UIN ALAUDDIN MAKASSAR 
2016 
ii 
 
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 
 
 Dengan penuh kerendahan hati dan kesadaran, penyusun yang bertanda 
tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya 
penyusun sendiri, Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, 
tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi 
dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum. 
 
                                                                                          Makassar, 28 Maret 2016 
   Penyusun, 
 
 
                                                                                          NUR QADRI 
                                                                                          NIM. 10500111098 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
iii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
iv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penyusunan skripsi yang berjudul ”Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja 
Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Pada PT Hero Supermarket Tbk (GIANT) 
di Kota Makassar.” 
Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi salah satu 
persyaratan untuk menempuh dan mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH) di 
Fakultas Syari’ah & Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 
Banyak permasalahan dan hambatan yang penulis alami dalam 
menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh 
karena itu, dengan rendah hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih 
kepada semua pihak yang telah membantu baik materil maupun non materiil 
sehingga penulisan skripsi hukum ini dapat terselesaikan 
Penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga pada ayah dan 
ibunda tercinta Asrul Achirullah dan Rahmatang, atas seluruh cinta kasih, rindu 
dan kesabaran serta doa yang tak henti mengalir sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini. Dan kepada seluruh keluarga tanpa terkecuali.  
Pada kesempatan ini penulis ucapkan rasa terimakasih yang tulus dan 
penghargaan yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor UIN Alauddin 
Makassar, yang memberikan pencerahan, menjadi contoh pemimpin yang 
baik; 
vi 
 
2. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas 
Syari’ah dan Hukum, dan Para Wakil Dekan yang selalu meluangkan 
waktunya untuk memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini; 
3. Ibu Istiqamah, SH.,MH Dan Bapak Rahman Syamsuddin, SH, MH masing-
masing selaku ketua dan sekertaris jurusan beserta stafnya yang telah banyak 
memberikan saran yang konstruktif kapada penulis; 
4. Bapak Ashabul Kahfi S.Ag., M.H dan Dr. M. Thahir Maloko M.HI.masing-
masing selaku pembimbing penulis yang telah memberikan banyak pelajaran 
berharga kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini; 
5. Seluruh staf akademik yang selalu memudahkan penulis dalam segala urusan 
khususnya yang berkaitan dengan akademik penulis; 
6. Ibu Asri Susilawati selaku kepala kasir PT. Hero Supermarket, Tbk (GIANT) 
yang memberikan fasilitas waktu, tempat, dan bantuannya selama penelitian 
dan semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materil yang tidak 
bisa penulis sebutkan satu persatu hingga selesainya skripsi ini; 
7. Kepada para sahabat penulis, Muhammad Hamzah, Nur Kholik, Nur Qamar, 
Ishak, Zulkifly, Anto, Khaeruddin, Aswar Makkatutu yang selalu 
memberikan motivasi dan mendampingi penulis dalam segala urusan 
sehingga apa yang dilakukan dalam hal penyelesaian skripsi ini sesuai dengan 
harapan. 
8. Kepada teman-teman posko KKN Reguler UIN Alauddin Makassar Angk 50. 
Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru terimakasih atas 
kerjasama dan motivasinya selama 2 bulan di lokasi KKN. 
vii 
 
9. Kepada calon istriku Reni, Terimakasih atas dorongan moril dan 
semangatnya sehingga penulis mampu menyelesaikan setiap urusan penulisan 
skripsi ini dengan sebaik-baiknya. 
10. Kepada kawan-kawan penulis Jurusan Ilmu Hukum Angkatan 2011, 
Muhammad Syukur, candra, irsan, ical dan kawan-kawan yang lain yang 
tidak sempat saya sebutkan satu persatu, terimakasih, semoga gelar 
kesarjanaan tidak memisahkan kita; 
Terimakasih dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. 
 
Makassar,  28 Maret 2016 
Penulis, 
 
NUR QADRI 
NIM. 10500111098 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
viii 
 
DAFTAR ISI  
HALAMAN JUDUL .............................................................................................. i 
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .............................................................. ii 
PERSETUJUAN PEMBIMBING....................................................................... iii 
PENGESAHAN SKRIPSI ................................................................................... iv 
KATA PENGANTAR ........................................................................................... v 
DAFTAR ISI ....................................................................................................... viii 
ABSTRAK ............................................................................................................. x 
BAB I PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang ...................................................................................... 1 
B. Fokus Penelitian dan Diskripsi Fokus ................................................... 8 
C. Rumusan Masalah ................................................................................. 9 
D. Kajian Pustaka ....................................................................................... 9 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ........................................................ 11 
BAB II TINJAUAN TEORITIS 
A. Pelaksanaan PHK ................................................................................ 13 
B. Perlindungan Hukum bagi Pekerja PHK............................................. 21 
C. Hak-Hak Buruh yang di PHK  ............................................................ 25 
BAB III METODE PENELITIAN  
A. Lokasi Penelitian ................................................................................. 28 
B. Jenis Penelitian .................................................................................... 28 
C. Sumber Data ........................................................................................ 28 
D. Teknik Pemgumpulan Data ................................................................. 29 
E. Instrumen Penelitian............................................................................ 30 
F. Metode Analisis Data .......................................................................... 30 
G. Pengujian Keabsahan Data .................................................................. 30 
ix 
 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum PT Hero Supermarket, Tbk (GIANT)  .................. 32 
B. Ketentuan Hukum dan UU Tentang Ketenagakerjaan  ....................... 34 
C. Pelaksanaan PHK Pada PT Hero Supermarket ................................... 53 
BAB V P E N U T U P  
A. Kesimpulan ......................................................................................... 65 
B. Saran .................................................................................................... 65 
DAFTAR PUSTAKA  ......................................................................................... 66 
LAMPIRAN-LAMPIRAN  
RIWAYAT HIDUP PENULIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
ABSTRAK 
 
Nama Penyusun :  Nur Qadri 
Nim : 10500111098 
Jurusan : Ilmu Hukum 
Judul : Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja Menurut UU No. 13 
Tahun 2003 Pada PT. Hero Supermarket Tbk (GIANT) di Kota 
Makassar 
. 
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas masalah. Pelaksanaan 
pemutusan hubungan kerja menurut UU No. 13 Tahun 2003 pada PT Hero 
Supermarket Tbk (GIANT) di Kota Makassar. Tujuan dari penelitian ini adalah: 
untuk mengetahui ketentuan hukum dan perundang-undangan tentang 
ketenagakerjaan, dan untuk mengetahui pelaksanaan pemutusan hubungan kerja 
pada PT Hero Supermarket Tbk (GIANT) di Kota Makassar. 
Penelitian ini bersifat Normatif empiris. Sumber datanya menggunakan 
data primer yaitu data yang diperoleh melalui proses wawancara dengan sumber 
data atau informan dan data sekunder yang berasal dari dokumen-dokumen yang 
berkaitan dengan penelitian. Tehnik pengumpulan data adalah dengan cara 
wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, penulis mengunakan teknik 
analisis kualitatif dengan langsung turun kelapangan dan melakukan wawancara 
kepada pihak perusahaan mengenai pelaksanaan pemutusan hubungan kerja. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pemutusan hubungan kerja 
tidak bertentangan dari peraturan dan berlandaskan sesuai dengan ketentuan yang 
telah di tetapkan UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yakni 
pengunduran diri secara baik-baik atas kemauan diri sendiri sesuai dengan 
ketentuan Pasal 162 ayat 3 yang selanjutnya akan mendapatkan uang penggantian 
hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat 4 serta akan mendapatkan uang pisah 
dari perusahaan jika mengikuti prosedur berdasarkan kesepakatan antara 
pengusaha dan pekerja yang tertuang dalam perjanjian kerja bersama atau 
peraturan perusahaan, yang selanjutnya di jelaskan hal yang dapat menyebabkan 
terjadinya PHK.   
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Setiap orang selalu membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhannya 
dan untuk mendapatkan biaya hidup, seseorang perlu bekerja. Bekerja dapat 
dilakukan secara mandiri atau bekerja pada orang lain. Bekerja kepada orang lain 
dapat dilakukan dengan bekerja pada negara yang selanjutnya disebut dengan 
pegawai atau bekerja pada orang lain (swasta) yang disebut dengan buruh atau 
pekerja. 
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan suatu hal yang merupakan 
kegiatan yang sangat ditakuti oleh pekerja/buruh yang masih aktif bekerja. Hal ini 
karena kondisi kehidupan politik yang goyah, kemudian disusul dengan carut 
marutnya kondisi perekonomian yang berdampak pada banyaknya industri yang 
gulung tikar dan tentu saja berdampak pada Pemutusan Hubungan Kerja yang 
dilakukan dengan sangat tidak terencana. Kondisi inilah yang menyebabkan orang 
yang bekerja pada waktu ini selalu dibayangi kekhawatiran dan kecemasan, kapan 
giliran dirinya diberhentikan dari pekerjaannya yang menjadi penopang hidup 
keluarganya. 
Faktanya pemutusan hubungan kerja yang terjadi karena berakhirnya 
waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja, tidak menimbulkan 
permasalahan terhadap kedua belah pihak (pekerja/buruh maupun pengusaha) 
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karena pihak yang bersangkutan sama-sama telah menyadari atau mengetahui saat 
berakhirnya hubungan kerja tersebut sehingga masing-masing telah berupaya 
mempersiapkan diri menghadapi kenyataan itu. Berbeda halnya dengan 
pemutusan yang terjadi karena adanya perselisihan, keadaan ini akan membawa 
dampak terhadap kedua belah pihak, terlebih lagi yang dipandang dari sudut 
ekonomis mempunyai kedudukan yang lemah jika dibandingkan dengan pihak 
pengusaha.
1
 
Berbagai macam persoalan dan permasalahan serta kemelut yang terjadi 
pada suatu pengusaha mulai dari tuntutan kenaikan upah/gaji, bonus Tunjangan 
Hari Raya (THR) sampai mogok kerja masal, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 
dan tuntutan uang pesangon dan lain sebagainya. Seharusnya semua itu tidak 
perlu terjadi, jika kedua belah pihak antara majikan (pengusaha) dan buruh 
(pekerja) dapat menempatkan diri sesuai dengan proporsinya masing-masing atau 
dengan kata lain mau dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban secara 
konsekuen dan konsisten sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati 
bersama. 
Hubungan kerja terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara pekerja dan 
pengusaha, yaitu suatu perjanjian kerja di mana pihak pertama, pekerja, 
mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lainnya, 
pengusaha, yang mengikatkan diri untuk mempekerjakan pekerja itu dengan 
membayar upah. “Pada pihak lainnya” mengandung arti bahwa pihak pekerja 
                                                             
1
Asyhadie Zaeni, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja (Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada, 2007), hal. 177. 
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dalam melakukan pekerjaan itu berada di bawah pimpinan pihak pengusaha.
2
 Atau 
dengan kata lain perjanjian kerja itu harus ada kesepakatan antara kedua belah 
pihak baik dalam bentuk sederhana secara lisan atau secara formal (tertulis). Hal 
ini dimaksudkan untuk melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak. 
Dalam hal pelaksanaan pengakhiran hubungan kerja, menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku memerlukan prosedur dan persyaratan tertentu 
yang harus dipenuhi, terutama oleh pihak pengusaha. Sebagai contoh Pemutusan 
Hubungan Kerja (PHK) yang datangnya dari pengusaha, dalam pelaksanaannya 
memerlukan ijin dari P4D/P (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan di 
Tingkat Daerah atau Pusat) dan wajib memenuhi beban-beban tertentu, bagi pihak 
pengusaha yang memerlukan pemutusan hubungan kerja.
3
 
Sehubungan dengan akibat yang ditimbulkan dengan adanya PHK, maka 
sudah selayaknya jika pengusaha memberikan uang kompensasi (pesangon) 
sebagai akibat adanya pemutusan hubungan kerja. Sebagaimana hal tersebut telah 
diatur oleh pemerintah Republik Indonesia UU No. 13 tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan Pasal 156 ayat 1 yang berbunyi “Dalam hal terjadi pemutusan 
hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang 
penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima”. 
Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai 
keadilan sebagaimana yang terdapat dalam falsafah negara ini yaitu pancasila 
                                                             
2
Halili Toha, Hubungan Kerja antara Majikan dan Buruh (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 
hal. 9. 
3
Jumadi, Hukum Perburuhan dan Perjanjian Kerja (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
1995), hal. 50.    
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yang tersirat dalam sila kelima yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia”. Maka sudah seharusnya jika pemerintah ikut campur untuk 
menyelesaikan masalah yang terjadi di antara perusahaan dan pekerja, karena 
pemerintah adalah pemimpin negara yang memiliki tanggung jawab untuk 
mengatur negara dalam berbagai bidang, termasuk masalah ekonomi yang 
menyangkut permasalahan antara pekerja dan perusahaan seperti mekanisme PHK 
dan pemberian uang pesangon. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi saw : 
  نَع َر َُعُ ُنْب
ِ
إ ْنَع   ي  بَّنلإ الله َّلََّص  هَْيَلع  َّلََّسَو ُهَّ نَأ إَر ُْكُُُّكُ َلاَأ َلَاق ْنَع ٍلوُئ ْ سَم ُْكُُُّكُ َو ٍع  
  ه تَّي  عَر  ٍعإَر  ساَّنلإ ََلَّع ى  َّلَّإ ُر ْي  مَلأَاف َوُهَو  ْنَع ٌلوُئ ْ سَم   ه تَّي  عَر  
Artinya : 
“Dari Ibnu Umar dari Rasulullah SAW bersabda: ingatlah! Kalian semua 
adalah pemimpin dan kalian bertanggung jawab atas kepemimpinan 
kalian, sebagaimana imam (pemerintah) adalah pemimpin dan 
bertanggung jawab atas rakyatnya”.4 
 
Berdasarkan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa seorang pemimpin 
harus bertanggung jawab terhadap masalah yang dihadapi oleh rakyatnya. Begitu 
juga dengan perusahaan atau pengusaha wajib bertanggung jawab atas segala 
sesuatu yang menimpa pekerjanya. Maka sudah menjadi kewajiban seorang 
pemimpin untuk menjadi penengah dan penyelesai masalah antara 
pengusaha/perusahaan. 
Dampak krisis moneter 1998 masih dapat dirasakan sampai saat ini. 
Banyak perusahaan yang melakukan lock out karena tidak mampu beroperasi 
                                                             
4
Abu Husin Muslim bin Hajjaj, Shohih Muslim (Semarang: Al-Ridho, 1993), hal. 562. 
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dikarenakan nilai tukar rupiah yang jatuh merosot terhadap dollar. Lock out 
merupakan suatu tindakan yang senantiasa berkaitan dengan mogok. Jadi 
sebetulnya tidak ada hubungannya dengan pesangon. Kalau ada tindakan-tindakan 
dalam sebuah perselisihan, maka senjatanya buruh adalah mogok dan senjata 
perusahaan adalah melakukan PHK. Sehingga selama proses lock out terjadi, 
perusahaan tetap harus membayar kewajiban-kewajibannya atas buruh.
5
 
Di era globalisasi ini, permasalahan tentang sumber daya manusia dalam 
suatu perusahaan menuntut untuk lebih diperhatikan, sebab secanggih apapun 
teknologi yang dipergunakan dalam suatu perusahaan serta sebesar apapun modal 
yang diputar perusahaan, karyawan dalam perusahaan yang pada akhirnya akan 
menjalankannya. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa didukung dengan kualitas 
yang baik dari karyawan dalam melaksanakan tugasnya, dengan adanya modal 
dan teknologi yang canggih mustahil akan membuahkan hasil yang maksimal, 
sebab termasuk tugas pokok karyawan adalah menjalankan proses produksi yang 
pada akhirnya dapat mencapai keberhasilan perusahaan.  
Konstribusi karyawan pada suatu perusahaan akan menentukan maju 
mundurnya perusahaan. Saat menjalankan fungsinya sebagai salah satu elemen 
utama dalam suatu sistem kerja, karyawan tidak bisa lepas dari berbagai kesulitan 
dan masalah. Salah satu permasalahan yang sedang marak saat ini adalah karena 
krisis ekonomi yang terjadi sehingga banyak perusahaan di Indonesia harus 
melakukan restrukturisasi. Perusahaan harus mengurangi karyawannya dengan 
                                                             
5
Asfinnawati, Pemutusan Hubungan Kerja di Tinjau dari Hukum Perburuhan (Jakarta: PT 
Bina Aksara, 1998), hal. 115. 
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alasan efisiensi. Kondisi seperti ini diikuti oleh meningkatkanya pemutusan 
hubungan kerja (PHK) sehingga setiap karyawan yang tidak mempunyai 
kompetensi tinggi harus memikirkan alternatif pekerjaan lain untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya.
6
 Pertambahan penduduk yang berlangsung di Negara-negara 
berkembang cenderung mempertajam kepincangan dalam pembagian pendapatan. 
Hal ini disebabkan keluarga-keluarga justru lebih bertambah di antara 
golongan masyarakat dengan pendapatan rendah. Selama ini tingkatan kematian 
di Negara-negara berkembang pada umumnya berkurang berkat kebijaksanaan 
kesehatan umum, akan tetapi tingkat kelahiran tetap konstan.  
Dalam hubungan ini tingkat fertilitas atau kesuburan yang tinggi dengan 
lingkungan sosial ekonomis yang bersangkutan. Diantara para keluarga yang 
termasuk golongan yang berpenghasilan rendah terdapat pandangan dan perasaan 
bahwa adanya anak kelak sehingga merupakan jaminan hari tua untuk menunjang 
kebutuhan orang tua pada hari depan. Jika hal ini terus berlangsung maka kita 
akan diibaratkan berada dalam suatu lingkaran yang tak berpangkal. Sebab satu 
sama lain hanya menambah cadangan angkatan kerja yang akan menekan tingkat 
upah tenaga kerja di sektor-sektor kegiatan ekonomi yang ada. Sehingga akan 
menimbulkan beban pengangguran secara terbuka maupun terselebung.
7
 
Bagi Pekerja masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan 
masalah yang kompleks, karena mempunyai hubungan dengan masalah ekonomi 
                                                             
6
Husni lalu, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, 2010), hal. 2. 
7
Sunindhia Y.W. dan Ninik Widyanti, Masalah PHK dan Pemogokan Kerja (Jakarta: PT 
Bina Aksara, 1988), hal. 1.   
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maupun psikologi. Masalah ekonomi karena PHK akan menyebabkan hilangnya 
pendapatan, sedangkan masalah psikologi yang berkaitan dengan hilangnya status 
seseorang. Dalam skala yang lebih luas, dapat merambat kedalam masalah 
pengangguran dan kriminalitas. 
Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan cita-cita berdirinya Republik 
Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang dasar 1945. Pasal 27 
menyebutkan “Setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang 
layak bagi kemanusiaan”. 
Setelah 65 tahun Republik Indonesia merdeka, Pasal 27 tersebut tak 
kunjung terwujud. Bukannya semakin sejahtera, semakin lama rakyat semakin 
menderita. Petani kehilangan tanah pertaniannya, nelayan kehilangan tangkapan 
ikan, kaum miskin kota tergusur dan buruh kehilangan pekerjaannya. Sementara 
pemerintah tidak mampu menyediakan pekerjaan yang layak bagi seluruh rakyat. 
Akibatnya angka pengangguran tetap tinggi. 
Disinilah undang-undang memainkan peranan penting, yaitu sebagai 
pelindung buruh. Namun sayangnya UU Nomor 13 Tahun 2003 sebagai regulasi 
perburuhan terbaru justru tidak mampu mengakomodasikan hal ini. Justru 
undang-undang sebelumnya secara tegas menyatakan bahwa PHK merupakan hal 
yang dilarang. Pada kenyataannya, jangankan untuk memperoleh kehidupan yang 
layak. Untuk memperoleh pekerjaan, jaminan hidup ataupun perlindungan masih 
jauh dari harapan. Malahan, buruh atau pekerja yang sudah memiliki pekerjaan 
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(walau ala kadarnya) dalam prakteknya sangat mudah kehilangan pekerjaan 
dengan cara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 
Tidak jarang dapat kita temukan banyak pekerja/buruh karena keterbatasan 
dalam bidang ilmu tentang pengetahuan, sehingga banyak yang mengalami 
Pemutusan Hubungan Kerja pada perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia 
dan secara bertahap berdampak pada angka pengangguran yang semakin hari kian 
meningkat dan pada hakekatnya akan menimbulkan sifat kesewenang-wenangan 
dari pihak pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja. Oleh karena 
itu perlu dilakukan penelitian, maka penulis ingin mengadakan penelitian dalam 
bentuk skripsi dalam judul: “ Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja 
Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Pada PT Hero Supermarket Tbk (GIANT) 
Di Kota Makassar .” 
B.   Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pemutusan 
hubungan kerja pada suatu perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui tentang 
prosedur mengenai pelaksanaan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh 
PT Hero Supermarket Tbk (GIANT). Berdasarkan kegunaan secarara teoritis 
diharapkan dapat memberikan sumbangan kearah pengembangan kemajuan di 
bidang ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu Hukum Ketenagakerjaan pada 
khususnya. Apabila dilihat dari kegunaan praktis dapat memberikan sumbangan 
pemikiran, terutama para pihak yang terlibat sehingga dalam menjalankan 
peranannya mengenai pelaksanaan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan PT. 
Hero Supermarket Tbk (GIANT) dapat dilakukan dengan baik sesuai peraturan 
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perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan 
berbagai permasalahan. 
C.  Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat ditarik 
pokok permasalahan tentang bagaimana tinjauan Pelaksanaan Pemutusan 
Hubungan Kerja berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tersebut. 
Dari masalah pokok tersebut di jabarkan dalam sub masalah antar lain: 
1. Bagaimanakah ketentuan Hukum dan perundang-undangan tentang 
ketenagakerjaan? 
2. Bagaimanakah pelaksanaan pemutusan hubungan kerja di PT Hero 
Supermarket Tbk (GIANT) Makassar? 
D. Kajian Pustaka 
1. Abdul Rachmad Budiono dalam bukunya yang berjudul Hukum 
Pemburuhan di Indonesia membahas pembaruan hukum perburuhan yang 
dimana ada tiga undang-undang yang di jelaskan di dalam buku tersebut 
yaitu undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja atau 
serikat buruh, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang 
penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta menguraikan tentang 
bidang-bidang penting di dalam perburuhan yaitu hubungan kerja, subjek 
hukum perjanjian kerja, termasuk perkerja anak, organisasi buruh, 
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perselisihan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, Akan 
tetapi dalam bukunya tidak menjelaskan mengenai masalah pemutusan 
hubungan kerja. 
2. Zaeni Asyhadie dalam bukunya yang berjudul Hukum Kerja membahas hal-
hal yang berhubungan dengan masalah ketenagakerjaan berdasarkan ketiga 
undang-undang terbaru seperti hubungan kerja, perlindungan kerja, 
perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja. Akan 
tetapi dalam bukunya tidak membahas mengenai subjek dan objek 
perburuhan serta tidak membahas mengenai pihak-pihak dalam perjanjian 
ketenagakerjaan.  
3. R. Joni Bambang dalam bukunya yang berjudul Hukum Ketenagakerjaan 
membahas sifat ketenagakerjaan, hakikat hukum ketenagakerjaan, asas 
hukum ketenagakerjaan, subjek dan objek hukum perburuhan, pihak-pihak 
dalam perjanjian ketenagakerjaan, pengertian hukum perjanjian dalam 
hukum perikatan, syarat-syarat sahnya perjanjian, perjanjian dalam hukum 
ketenagakerjaan, perjanjian kerja bersama, peraturan perusahaan, contoh 
peraturan perusahaan, penempatan tenaga kerja, pengupahan tenaga kerja 
dan peraturan perundang-undangan mengenai sistem pengupahan, Akan 
tetapi dalam bukunya tidak membahas mengenai sejarah dan politik hukum 
ketenagakerjaan serta tidak membahas tentang masalah jaminan sosial 
tenaga kerja. 
4. Asri Wijayanti dalam bukunya yang berjudul Hukum Ketenagakerjaan 
Pasca Reformasi membahas tentang pengertian, sifat dan hakikat hukum 
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ketenagakerjaan, sejarah dan politik hukum ketenagakerjaan, hubungan 
kerja mengenai subjek dan objek dalam hubungan kerja dan jenis perjanjian 
kerja, hubungan industrial, serikat pekerja, upah, jaminan sosial tenaga 
kerja, pemutusan hubungan kerja dan perselisihan hubungan industrial. 
Akan tetapi dalam bukunya tidak membahas mengenai undang-undang 
ketenagakerjaan 
5. Dr. Bahder Johan dalam bukunya yang berjudul Hukum Ketenagakerjaan 
Kebebasan Berserikat bagi Pekerja membahas tentang makna dan hakekat 
kebebasan untuk berserikat, batas-batas kebebasan berserikat yang 
menyangkut dengan kepentingan umum, pengaturan kebebasan berserikat 
yang sesuai dengan prinsip keadilan, Akan tetapi dalam bukunya tidak 
membahas mengenai masalah perselisihan hubungan industrial. 
E.  Tujuan dan Kegunaan penelitian 
Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini tentunya tidak akan 
menyimpang dari pokok permasalahan diatas sehingga tujuannya sebagai berikut:  
1. Untuk mengetahui ketentuan hukum dan perundang-undangan tentang 
ketenagakerjaan. 
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pemutusan hubungan kerja di PT Hero 
Supermarket Tbk (GIANT) Makassar.  
Adapun kegunaan dari penelitian tersebut ialah: 
1. Bagi Mahasiswa hukum khususnya Fakultas Syariah Dan Hukum 
Universitas Islam Negeri Makassar, hasil penulisan skripsi ini dapat 
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digunakan sebagai bahan referensi yang berguna bagi Mahasiswa yang 
ingin mengetahui dan meneliti tentang pelaksanaan pemutusan 
hubungan kerja pada PT Hero Supermarket Tbk (GIANT) di Kota 
Makassar 
2. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 
wawasan dalam perkembangan ilmu hukum dan pada khususnya yang 
berkaitan dengan hukum Ketenagakerjaan mengenai pelaksanaan 
pemutusan hubungan kerja. 
3. Penulisan skripsi ini juga dapat digunakan oleh penegak hukum 
sebagai bahan literatur atau referensi dalam penegakan hukum. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
Pemutusan hubungan kerja berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 25 
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 adalah pengakhiran hubungan kerja karena 
suatu hal tertentu mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara 
pekerja/buruh dan pengusaha.  
A. Pelaksanaan PHK 
1. Pengertian PHK 
Pemutusan hubungan kerja ini berdasarkan Pasal 150 Undang-Undang 
No. 13 Tahun 2003 meliputi PHK yang terjadi di badan usaha yang berbadan 
hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau badan 
hukum, baik milik swasta maupun milik Negara, maupun usaha-usaha sosial dan 
usaha-usahha lainnya yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain 
dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 
Pemutusan hubungan kerja berarti suatu keadaan di mana buruh berhenti 
bekerja dari majikannya, hakikat PHK bagi buruh merupakan awal dari 
penderitaan, maksudnya bagi buruh permulaan dari segala penderitaan, 
permulaan dari berakhirnya mempunyai pekerjaan, permulaan dari berakhirnya 
membiayai keperluan hidup sehari-hari baginya dan keluarganya. Pengusaha, 
serikat pekerja, dan pemerintah harus mengusahakan agar jangan terjadi 
pemutusan hubungan kerja (Pasal 151 ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 
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2003). Selanjutnya, berdasarkan Pasal 151 ayat 2 dan 3 Undang-Undang No. 13 
Tahun 2003, yaitu 
(2) Dalam hal segala upaya dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak 
dapat di hindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib di 
rundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan 
pekerja atau buruh jika pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi 
anggota serikat pekerja/serikat buruh 
(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 2 benar-
benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan 
hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari 
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 
Pemutusan hubungan kerja harus dijadikan tindakan terakhir jika ada 
perselisihan hubungan industrial. Pengusaha dalam menghadapi pekerjanya 
hendaknya: 
a. Menganggap para pekerja sebagai partner yang akan membantunya untuk 
menyukseskan tujuan usaha. 
b. Memberikan imbalan yang layak terhadap jasa-jasa yang telah dikerahkan 
oleh partnernya itu, berupa penghasilan yang layak dan jaminan-jaminan 
social tertentu, agar dengan demikian pekerja tersebut dapat bekerja lebih 
produktif. 
c. Menjalin hubungan baik dengan para pekerjanya. 
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Para pekerja yang bekerja pada perusahaan harus mengimbangi jalinan 
atau hubungan kerja dengan kerja nyata yang baik, penuh kedisiplinan, dan 
tanggung jawab agar tujuan perusahaan dapat tercapai dengan penuh 
keberhasilan bagi kepentingan pekerja itu sendiri. Segala hal yang kurang wajar 
di dalam perusahaan tersebut akan di selesaikannya dengan musyawarah dan 
mufakat seperti perselisihan yang terjadi dalam suatu keluarga besar.  
Dengan demikian usaha produksi perusahaan tidak akan terganggu 
karena kedua belah pihak saling memperhatikan, saling menghargai, saling 
bekerjasama dan saling berkegiatan dalam mencapai tujuan perusahaan. Agar 
kedua belah pihak dapat mewujudkan keberhasilan perusahaan perlu adanya 
kendali, dan kendali itu berwujud ketentuan hukum dan peraturan-peraturan 
yang berlaku.8 
Jadi, baik pemberi pekerja maupun yang diberi pekerjaan harus 
terkendali atau harus menundukkan diri dan patuh untuk mengikuti segala 
ketentuan dan peraturan yang berlaku, harus bertanggung jawab dalam 
melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing, 
sehingga keserasian dan keselarasan akan selalu terwujud.9 
PHK pada dasarnya harus ada izin, kecuali dalam hal tertentu 
berdasarkan ketentual Passal 154 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, yaitu 
                                                             
1
Sunindhia Y.W dan Ninik widiyanti, Masalah PHK dan Pemogokan (Jakarta: Bina 
Aksara, 1998), hal. 129-137.  
2
G. Kartasapoetra, dkk, Hukum Perburuhan Pancasila Bidang Pelaksanaan Hubungan 
Kerja (Bandung: Armico, 1983), hal. 13. 
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a. Pekerja dalam masa percobaan, bila disyaratkan secara tertulis sebelumnya 
b. Pekerja mengajukan pengunduran diri secara tertulis atas kemauan sendiri 
tanpa adanya tekanan/intimidasi dari pengusaha, berakhirnya hubungan 
kerja sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu untuk pertama kali 
c. Pekerja mencapai usia pensiun 
d. Pekerja meninggal dunia 
Batasan pemberian izin PHK digantungkan pada alasannya, yaitu izin 
yang tidak dapat diberikan atau karena alasan yang dilarang. Berdasarkan 
ketentuan Pasal 153 ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003  
a. Pekerja berhalangan masuk karena sakit menurut keterangan dokter selama 
waktu 12 bulan secara terus-menerus 
b. Pekerja berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi 
kewajiban terhadap negara 
c. Pekerja menjalankan ibadah yang diperintahkan agama 
d. Pekerja menikah 
e. Pekerja perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan atau menyusui 
bayinya  
f. Pekerja mempunyai pertalian darah atau ikatan perkawinan dengan pekerja 
lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja 
atau PKB 
g. Pekerja mendirikan, menjadi anggota atau pengurus serikat pekerja, pekerja 
melakukan kegiatan serikat pekerja di luar jam kerja, atau di dalam jam 
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kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang di atur 
dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau PKB 
h. Pekerja mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan 
pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan 
i. Karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan 
jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan 
j. Pekerja dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja atau sakit 
karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter akibat 
kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat 
keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhan dapat dipastikan. 
2. Cara Terjadinya PHK  
Pada dasarnya cara terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ada 4 
macam yaitu PHK demi hukum, PHK oleh buruh, PHK oleh majikan dan PHK 
atas dasar putusan pengadilan. 
a. PHK Demi Hukum 
PHK demi hukum terjadi karena alasan batas waktu masa kerja yang 
disepakati telah habis atau apabila buruh meninggal dunia. Berdasarkan 
ketentuan Pasal 61 ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, perjanjian kerja 
berakhir apabila: 
a. Pekerja meninggal dunia 
b. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja 
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c. Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga 
penyelisihan perselisihan hubungan industrial yang mempunyai kekuatan 
hukum tetap 
d. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian 
kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat 
menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 1603 e Burgerlijk wetboek, pengertian waktu 
tertentu yang menentukan berakhirnya suatu hubungan kerja ditetapkan dalam 
perjanjian, atau ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan serta 
kebiasaan. 
b. PHK Oleh Buruh 
PHK oleh buruh dapat terjadi apabila buruh mengundurkan diri atau telah 
mendapat alasan mendesak yang mengakibatkan buruh minta di PHK. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat 3 huruf b Undang-Undang No. 13 Tahun 
2003, atas kemauan sendiri tanpa ada indikasi adanya tekanan/intimidasi dari 
pengusaha. 
Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 169 Undang-Undang No. 13 Tahun 
2003, Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan 
kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal 
pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut. 
a. Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh. 
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b. Membujuk atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 
c. Tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 
bulan berturut-turut atau lebih. 
d. Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh. 
e. Memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang 
telah diperjanjikan. 
f. Memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, 
dan kesusilaan pekerja/buruh, sedangkan pekerjaan tersebut tidak 
dicantumkan pada perjanjian kerja.  
c. PHK Oleh Majikan  
PHK oleh majikan dapat terjadi karena alasan apabila buruh tidak lulus 
masa percobaan, apabila majikan mengalami kerugian sehingga menutup 
usaha, atau apabila buruh melakukan kesalahan. Lamanya masa percobaan 
maksimal adalah 3 bulan, dengan syarat adanya masa percobaan dinyatakan 
dengan tegas oleh majikan pada saat hubungan kerja dimulai, apabila tidak 
maka dianggap tidak ada masa percobaan. Ketentuan lainnya apabila majikan 
menerapkan adanya training maka masa percobaan tidak boleh dilakukan. 
Pengusaha tidak perlu melakukan PHK karena sesuai dengan Pasal 154 
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, yaitu penetapan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 151 ayat 3 tidak diperlukan dalam hal: 
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a. Pekerja/buruh masih dalam masa percobaan kerja, bilamana telah 
dipersyaratkan secara tertulis sebelumnya 
b. Pekerja/buruh mengajukan permintaan pengunduran diri, secara tertulis 
atas kemauan sendiri tanpa ada indikasi adanya tekanan/intimidasi dari 
pengusaha, berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan perjanjian kerja 
waktu tertentu untuk pertama kali 
c. Pekerja/buruh mencapai usia pension sesuai dengan ketetapan dalam 
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau 
peraturan perundang-undangan 
d. Pekerja/buruh meninggal dunia 
Pemutusan hubungan kerja yang tidak layak, antara lain 
a. Jika antara lain tidak menyebutkan alasannya 
b. Jika alasannya PHK itu dicari-cari (pretext) atau alasannya palsu 
c. Jika akibat pemberhentian itu bagi pekerja/buruh adalah lebih berat 
daripada keuntungan pemberhentian itu bagi majikan 
d. Jika buruh diperhentikan bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-
Undang atau kebiasaan mengenai susunan staf atau aturan ranglijs 
(seniority rules), dan tidak ada alasan yang penting untuk tidak memenuhi 
ketentuan itu. 
Sanksi atau hukuman bagi pemutusan hubungan kerja yang tidak 
beralasan, yaitu : 
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1. Pemutusan tersebut adalah batal dan pekerja yang bersangkutan harus 
ditempatkan kembali pada kedudukan semula 
2. Pembayaran ganti rugi kepada pekerja tersebut. Dalam hal ini pekerja 
berhak memilih antara penempatan kembali atu mendapatkan ganti rugi.
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d.   PHK Karena Putusan Pengadilan 
Cara Terjadinya PHK yang terakhir adalah karena adanya putusan 
pengadilan. Cara yang keempat ini sebenarnya merupakan akibat dari adanya 
sengketa antar buruh dan majikan yang berlanjut sampai ke proses peradilan. 
Datangnya perkara dapat dari buruh atau dapat dari majikan. 
Pada umumnya ada empat macam cara terjadinya PHK, tetapi sebenarnya 
cara terjadinya PHK cukup 3 macam, dengan mengabaikan PHK akibat 
putusan pengadilan. Karena PHK sebagai akibat putusan pengadilan 
munculnya sebagai akibat dari adanya sengketa antara buruh dan majikan. 
B.  Perlindungan Hukum Bagi Pekerja PHK Karena Kesalahan Berat 
 Perlindungan  hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi 
manusia yang di rugikan orang lain dan perlindungan tersebut di berikan kepada 
masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang di berikan oleh 
hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) undang-undang No. 13 tahun 
2003 pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh 
dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut: 
                                                             
3
G. Kartasapoetra, Hukum Perburuhan di Indonesia Berdasarkan Pancasila (Jakarta: 
Sinar Grafindo, 1992), hlm. 287.  
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1. Melakukan penipuan, pencurian atau penggelapan barang dan atau uang 
milik perusahaan 
2. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan 
perusahaan 
3. Mabuk, minum minuman keras, memakai atau mengedarkan narkotika, 
psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja 
4. Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja 
5. Menyerang, menganiaya, mengancam atau mengintimidasi teman sekerja 
atau pengusaha di lingkungan kerja 
6. Membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan 
yang bertentangan dengan peraturan perundang-undanagan  
7. Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan 
bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi 
perusahaan 
8. Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha 
dalam keadaan bahaya di tempat kerja  
9. Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya 
dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara  
10. Melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam 
pidana penjara 5 tahun atau lebih 
Sepuluh kriteria kesalahan berat yang diatur dalam Pasal 158 ayat 1 
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, pada dasarnya dapat di dasarkan pada delik 
(perbuatan melanggar hukum) kejahatan. 
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Diputuskannya pekerja telah melakukan kesalahan berat, haruslah di 
dasarkan pada prosedur yang di atur dalam Pasal 158 ayat 2 Undang-Undang No. 
13 Tahun 2003, yaitu : 
a. Pekerja/buruh tertangkap tangan 
b. Ada pengakuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan, atau  
c. Bukti lain berupa laporan kejadian yang di buat oleh pihak yang 
berwenang di perusahaan yang bersangkutan dan di dukung oleh sekurang-
kurangnya 2 orang saksi 
Tiga syarat yang ditetapkan dalam Pasal 158 ayat 2 Undang-Undang No. 
13 Tahun 2003 harus bersifat kumulatif, tidak boleh alternatif. Maksudnya adalah 
kesemua syarat yang di tetapkan dalam Pasal 158 ayat 2 Undang-Undang No. 13 
Tahun 2003 itu harus ada, tidak adanya satu syarat dari ketiga syarat itu 
menjadikan putusan pengusaha/majikan bahwa pekerja telah melakukan kesalahan 
berat tidak dapat diterima. 
Syarat pertama yang menyebabkan bahwa pekerja/buruh telah tertangkap 
tangan maksudnya adalah pekerja telah dapat dibuktikan berdasarkan adanya 
bukti awal bahwa telah melakukan salah satu perbuatan yang telah ditetapkan 
dalam Pasal 158 ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Ada bukti awal yang 
cukup untuk dinyatakan bahwa pekerja telah melakukan kesalahan berat. 
Syarat kedua yaitu adanya pengakuan dari pekerja/buruh yang 
bersangkutan bahwa telah melakukan perbuatan yang telah dituduhkan 
berdasarkan bukti awal pada saat tertangkap tangan. Pengakuan dari pekerja atau 
buruh tersebut dapat dalam bentuk lisan maupun tertulis. Untuk menjamin adanya 
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kepastian hukum sebaiknya pengakuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan 
dibuat dalam bentuk tertulis, dan lebih baik lagi apabila yang membuat adalah 
pekerja sendiri (dalam arti tidak dibuatkan oleh personalia seperti yang terjadi di 
dalam praktek). Tentunya pembuatan surat pernyataan pengakuan telah 
melakukan salah satu dari perbuatan yang termasuk dalam kriteria kesalahan berat 
itu harus dibuat dengan kesadaran sendiri , tidak dalam keadaan adanya paksaan, 
tekanan atau tipu muslihat dari pengusaha/majikan ataupun dari pihak personalia 
dan intinya tidak boleh dibuat atas dasar adanya kebohongan. 
Syarat ketiga adalah adanya bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat 
oleh pihak yang berwenang di perusahaan yang bersangkutan dan di dukung oleh 
dua orang saksi, syarat ketiga ini pada dasarnya merupakan kelanjutan dari telah 
dipenuhinya syarat pertama dan syarat kedua, syarat ketiga pada hakikatnya 
memperkuat syarat pertama dan syarat kedua. 
Perlindungan hukum dalam pemutusan hubungan kerja yang terpenting 
adalah menyangkut kebenaran status pekerja dalam hubungan kerja serta 
kebenaran alasan PHK. Alasan yang di pakai untuk menjatuhkan PHK yang dapat 
dibagi dalam dua kelompok, yaitu alasan yang diizinkan dan alasan yang tidak 
diizinkan untuk di PHK. Yang perlu mendapat perhatian adalah adanya ketentuan 
jika pekerja tertangkap tangan melakukan kesalahan besar dapat di PHK tanpa 
izin. Hal ini adalah bertentangan dengan hak asasi manusia, khususnya asas 
praduga tak bersalah. Seseorang di katakan telah terbukti melakukan perbuatan 
kejahatan apabila secara tegas telah di putuskan oleh hakim. 
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  Kebenaran alasan yang berasal dari cara terjadinya PHK yang datangnya 
dari buruh dapat digolongkan menjadi dua, yaitu karena alasan buruh 
mengundurkan diri atau karena adanya alasan mendesak yang mengakibatkan 
buruh tidak dapat melanjutkan hubungan kerjanya. Alasan buruh mengundurkan 
diri harus benar karena jangan sampai terdapat kebohongan didalam alasan 
tersebut. 
  Kebenaran alasan yang berasal dari majikan dengan dasar adanya 
kesalahan buruh harus benar-benar ditelusuri, termasuk dalam kategori kesalahan 
ringan atau kesalahan besar. Dalam praktik apabila buruh melakukan kesalahan 
ringan misalnya tidak cakap dalam melakukan pekerjaan maka pihak majikan 
meredaksionalkan alasan tersebut menjadi buruh telah melakukan suatu 
kecerobohan, sehingga mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian. 
  Hal ini yang mengakibatkan banyak terjadi PHK atas dasar adanya 
kesalahan berat. Penggolongan suatu kesalahan buruh dalam ringan atau berat 
sangat berdampak pada perolehan hak pasca PHK, oleh karena itu harus jelas dan 
dapat diterima kedua pihak akan adanya kebenaran sehingga tidak merugikan 
buruh.   
C.  Hak-Hak Buruh Yang Di PHK 
 Hak-hak buruh itu meliputi uang pesangon, uang penghargaan masa kerja 
(uang jasa), uang ganti rugi perumahan dan pengobatan, serta uang pisah. 
1. Besarnya uang pesangon berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-
Undang No. 13 tahun 2003 ditetapkan paling sedikit sebagai berikut : 
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a. Masa kerja kurang dari satu tahun, 1 bulan upah; 
b. Masa kerja kurang dari 1 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 2 tahun, 2 
bulan upah: 
c. Masa kerja 2 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 3 tahun, 3 bulan upah; 
d. Masa kerja 3 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 4 tahun, 4 bulan upah; 
e. Masa kerja 4 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 5 tahun, 5 bulan upah; 
f. Masa kerja 5 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun, 6 bulan upah; 
g. Masa kerja 6 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 7 tahun, 7 bulan upah; 
h. Masa kerja 7 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 8 tahun, 8 bulan rupiah; 
i. Masa kerja 8 tahun lebih, 9 bulan upah. 
2. Besarnya uang penghargaan masa kerja berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat 
(3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ditetapkan sebagai berikut: 
a. masa kerja 3 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun, 2 nulan upah; 
b. masa kerja 6 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 9 tahun, 3 bulan upah; 
c. masa kerja 9 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 12 tahun, 4 bulan rupiah; 
d. masa kerja 12 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 15 tahun, 5 bulan upah; 
e. masa kerja 15 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 18 tahun, 6 bulan upah; 
f. masa kerja 18 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 21 tahun, 7 bulan upah; 
g. masa kerja 21 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 24 tahun, 8 bulan upah; 
h. masa kerja 24 tahun atau lebih 10 bulan upah. 
3. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 
13 Tahun 2003, ganti kerugian meliputi; 
a. Cuti tahunan yang belum di ambil dan belum gugur; 
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b. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat 
di mana pekerja buruh diterima bekerja; 
c. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% 
dari uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja bagi yang 
memenuhi syarat; 
d. Hal-hal lain yang di tetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan 
perusahaan atau PKB. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang 
penulis bahas, maka penulis melakukan penelitian di PT Hero 
Supermarket Tbk (GIANT) di Kota Makassar. 
Alasan memilih lokasi penelitian, karena tempat tersebut merupakan 
salah satu tindak terjadinya PHK yang ada di Kota Makassar 
B. Jenis  Penelitian 
 Dalam usaha mempeoleh data yang diperlukan untuk menyusun skripsi, penulis 
menggunakan metode penelitian Normatif empiris. merupakan penelitian 
yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. 
Penelitian hukum ini bertitik tolak dari data premier/dasar, yakni data yang 
diperoleh langsung dari tempat penelitian sebagai sumber utama melalui 
penelitian lapangan. 
C. Sumber Data 
 Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini mencakup sebagai berikut: 
1. Data Primer merupakan data yang diperoleh dari sumber informasi di 
lapangan dengan mengandalkan wawancara langsung melalui daftar 
pertanyaan yang dilakukan oleh penulis, dimana penulis bebas 
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menanyakan apa saja,
11 
begitu pula penulis akan mengedarkan angket 
respon terhadap bagaimana proses pelaksanaan pemutusan hubungan 
kerja. 
2. Data Sekunder adalah data yang di peroleh melalui penelusuran yang 
di himpun dari berbagai sumber seperti buku-buku, karya tulis ilmiah, 
laporan dan literatur-literatur yang berhubungan langsung dengan 
skripsi ini agar bisa menggambarkan fakta- fakta yang tampak atau 
sebagaimana adanya.
12 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 
1. Penelitian Kepustakaan ( Library Research)  
 Penelitian yang di lakukan dengan cara membaca dan mempelajari 
bahan-bahan atau data-data tertulis yang bersifat ilmiah dan beberapa 
dokumen perundang-Undangan serta literatur yang berhubungan dengan 
obyek penelitian guna merumuskan kerangka teoritis. 
2. Penelitian Lapangan ( Field Research) 
Penelitian yang di lakukan untuk pengumpulan data premier 
dengan teknik pengumpulan data menggunakan dua instrumen penelitian 
yaitu: 
a. Wawancara 
                                                             
1
Arikuntu Suharsimi, Prosedur Penelitian;Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT. 
Rineka Cipta, 1998), hal. 145. 
2
Hadari Nawawi, Penelitian Terapan (Yogyakarta: UGM Press, 1996), hal. 73. 
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Wawancara yaitu cara yang ditempuh untuk mewawancarai informan 
demi data- data yang diperlukan dalam penelitian ini. Wawancara 
ditujukan dengan jalan mengajukan pertanyaan langsung kepada pihak 
yang berkompeten atau informan dengan pertanyaan yang telah 
dipersiapkan. 
b. Angket 
Angket yaitu beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dipersiapkan dan 
berisi tentang masalah yang dibahas dalam skripsi ini kepada responden.  
E. Instrumen Penelitian 
 Instrumen Penelitian yang dipakai untuk memperoleh data-data 
penelitian saat sudah memasuki tahap pengumpulan data di lapangan 
adalah wawancara, kuisioner, dokumentasi, dan observasi. Instrumen 
penelitian inilah yang akan menggali data dari sumber – sumber informasi. 
F. Metode Analisis Data 
Penulis dalam pengolahan dan menganalisa data menggunakan 
analisis kualitatif yaitu analisis yang di lakukan dengan cara memahami 
data yang telah di kumpulkan dari hasil wawancara, catatan pengamatan 
lapangan, potret, dokumen perorangan, memorandum dan dokumen resmi 
dan di susun secara sistematis dan di uraikan dengan secara bermutu dalam 
kalimat yang teratur, runtut, dan logis kemudian ditarik kesimpulan. 
G. Pengujian Keabsahan Data 
 Dalam menguji data dan materi yang disajikan, dipergunakan metode 
sebagai berikut: 
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a) Deskriptif yang pada umumnya digunakan dalam menguraikan, 
mengutip atau memperjelas bunyi peraturan perundang-undangan dan 
uraian umum. 
b) Komperatif yang pada umumnya digunakan dalam membandingkan 
perbedaan pendapat, terutama terhadap materi yang mungkin dapat 
menimbulkan ketidak sepahaman serta dapat menimbulkan kerancuan. 
c) Dedukatif yang pada umumnya berpedoman pada peraturan 
perundang-undangan. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum PT Hero Supermarket Tbk (GIANT) Makassar 
Giant adalah salah satu perusahaan ritel yang berdiri di Indonesia di 
samping carefour & hypermarket lainnya dan dengan menggunakan konsep 
franchise (waralaba) yang terdapat di Negara Malaysia, Singapura, Brunei 
Darussalam, UAE dan Indonesia. Perusahaan Giant adalah perusahaan yang di 
kelola di bawah perusahaan Dairy Farm International Holdings (DFI). 
Perusahaan Giant sendiri di dirikan oleh keluarga Teng sebagai suatu toko 
yang menjual kebutuhan sehari-hari di pinggiran kota Kuala Lumpur pada tahun 
1944. Tujuannya adalah menawarkan beragam produk makanan dengan harga 
yang seekonomis mungkin. Dengan semakin berkembangnya bisnis Giant maka 
tercipta pula reputasi yang baik di mata masyarakat. 
Dairy Farm telah menjadikan Giant sebagai pemimpin pasar di sector 
retail Malaysia. Pada tahun 1999, Giant Hypermarket store untuk pertama kalinya 
di buka di Shah Alam, Selangor, Pada tahun 2006, perusahaan tersebut mengalami 
perkembangan yang sangat signifikan dimana perusahaan tersebut telah membuka 
86 hypermarket / supermarket di Malaysia dengan luas outlet yang bervariasi, 
seperti hypermarket yang terdapat di Shah Alam dengan luas sekitar 350.000 m2 
hingga supermarket di Bangsar, Kuala Lumpur yaitu dengan luas area 11.000 m2. 
Selain di Malaysia, Giant juga membuka 6 store di Singapura dan 17 hypermarket 
di Indonesia. Giant hypermarket menawarkan berbagai pilihan produk local, buah 
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segar hasil produksi local, sayuran, dan aneka makanan laut yang terdapat di 
kawasan “wet market”. 
Hypermarket Giant tidak hanya memberikan harga yang murah produk-
produksi jualnya kepada masyarakat tetapi juga memberikan pilihan dan koleksi 
produk yang beraneka ragam sehingga masyarakat senang melakukan kegiatan 
belanja di hypermarket giant. 
Di Indonesia, Giant hypermarket mulai beroperasi sejak 2 Agustus 2002 
yang merupakan salah satu unit bisnis utama PT. Hero Supermarket, Tbk., 
bersama dengan Hero supermarket, giant supermarket, Apotik Guardian, Startmart 
Minimart, Shop In, dan Mitra Toko Diskon. Bisnis pendukung lain yang di 
jalankan oleh PT. Hero Supermarket, Tbk. adalah Central Fresh Food dan 
Distribution guardian. PT. Hero Supermarket, Tbk sebagai perseroan besar selalu 
serius terhadap tanggung jawab sosial. Program kerjasama dengan  bisnis kecil, 
koperasi dan petani sudah di mulai sejak tahun 1980. Giant hypermarket 
memperuntukkan sebagai dari area penjualannya untuk usaha kecil / Menengah 
(UKM) yang telah menjadi bagian kesatuan dari gerai Giant. 
Di kota Makassar sendiri, Giant membuka cabang pertamanya pada 
tanggal 28 agustus 2010 yang berlokasi di Alauddin sedangkan cabang keduanya 
di buka pada tanggal 26 juni 2013 yang berlokasi di Jl. Perintis kemerdekaan km 
11 Tamalanrea.
13
   
 
                                                             
13
Wawancara dengan Asri Susilawati, tanggal 28 November 2015 di PT. Hero Supermarket 
Tbk (GIANT). 
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B. Ketentuan Hukum dan Perundang-Undangan Tentang Ketenegakerjaan 
1. Ketenagakerjaan 
Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga 
kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja sebagaimana yang 
telah di atur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan 
Hukum perburuhan mengandung unsur; 
1. Himpunan peraturan (baik tertulis maupun tidak tertulis) 
2. Berkenaan dengan suatu kejadian atau peristiwa 
3. Seseorang bekerja pada orang lain 
4. Upah 
Perubahan istilah hukum perburuhan menjadi hukum ketenagakerjaan 
terdapat perbedaan cakupan. Dari unsur-unsur di atas, diketahui bahwa 
hukum perburuhan hanya menyangkut peraturan yang mengatur hubungan 
hukum di dalam hubungan kerja, sedangkan cakupan hukum ketenagakerjaan 
menjadi lebih luas. Hukum ketenagakerjaan tidak hanya aspek hukum yang 
berhubungan dengan hubungan kerja saja, tetapi baik sebelum, selama, atau 
sesudah hubungan kerja. 
Tujuan diadakan hukum ketenagakerjaan adalah: 
1. Untuk mencapai atau melaksanakan keadilan sosial dalam bidang 
ketenagakerjaan 
2. Untuk melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tidak 
terbatas dari pengusaha, misalnya dengan membuat atau 
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menciptakan peraturan-peraturan yang sifatnya memaksa agar 
pengusaha tidak bertindak sewenang-wenang terhadap para tenaga 
kerja sebagai pihak yang lemah. 
Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan 
Sosial Tenaga Kerja memberikan perluasan pengertian, yaitu: 
1) Magang dan murid yang bekerja pada perusahaan baik yang 
menerima upah maupun tidak 
2) Mereka yang memborong pekerjaan kecuali yang memborong 
adalah perusahaan 
3) Narapidana yang dipekerjakan di perusahaan. 
2. Sumber Hukum Ketenagakerjaan 
Sumber hukum pada dasarnya adalah segala sesuatu yang dapat 
menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat 
memaksa, yaitu aturan yang apabila di langgar mengakibatkan sanksi tegas 
dan nyata.
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Sumber hukum ketenagakerjaan adalah tempat di temukannya aturan-
aturan mengenai masalah ketenagakerjaan yang mendasarkan pada sumber 
hukum indonesia di bidang ketenagakerjaan, sumber hukum ketenagakerjaan 
berfungsi sebagai jaminan kepastian dan bagi para pihak yang terlibat dalam 
hukum ketenagakerjaan, yang diterapkan dalam bentuk peraturan-peraturan. 
Sumber hukum ada dua macam, yaitu sumber hukum dalam arti materil 
dan formil. Dalam hukum ketenagakerjaan, maka yang di maksud adalah 
                                                             
14
Sudikno Merokusumo, Mengenal Hukum Sebagai Suatu Pengantar (Yogyakarta: 
Liberty, 1999), hal. 76. 
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sumber hukum dalam arti formil, sebab sumber hukum dalam arti materil 
adalah pancasila sebagai sumber hukum dari segala sumber hukum, sumber 
hukum ketenagakerjaan tersebut adalah: 
a. Undang-undang  
Perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan mengalami banyak 
perubahan yaitu di tandai dengan munculnya undang-undang baru yang 
lebih dinamis dan tentunya banyak membawa kepentingan bagi 
pekerja/buruh maupun penguasa itu sendiri. Undang-undang tersebut 
antara lain: 
1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat 
Pekerja/Buruh (lembaran negara tahun 2000 nomor 131, tambahan 
lembaran negara nomor 3889). 
2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
(lembaran negara tahun 2003 nomor 39, tambahan lembaran negara 
nomor 4279). 
3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan Industrial, undang-undang ini mencabut: 
a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian 
Perselisihan Perburuhan (lembaran negara tahun 1957 nomor 
42, tambahan lembaran negara nomor 1227) 
b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan 
Hubungan Kerja di perusahaan swasta (lembaran negara tahun 
1964 nomor 93, tambahan lembaran negara nomor 2686). 
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4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 
5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja.
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b. Peraturan lain 
Peraturan lain yang dimaksud adalah peraturan yang lebih rendah 
kedudukannya dengan undang-undang, peraturan tersebut antara lain: 
1) Peraturan pemerintah, peraturan ini ditetapkan oleh presiden untuk 
melaksanakan lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang. Hal ini 
sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar 
1945, yang menyatakan Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah 
untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya 
2) Keputusan presiden, merupakan keputusan yang ditetapkan oleh 
Presiden yang berisi keputusan bersifat khusus atau mengatur hal 
tertentu saja 
3) Peraturan atau keputusan instansi lain, di mana dalam bidang 
ketenagakerjaan suatu instansi atau pejabat tertentu diberi 
kekuasaan membuat peraturan atau keputusan tertentu yang berlaku 
bagi umum.
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c. Kebiasaan 
Kebiasaan merupaka perbuatan manusia yang dilaksanakan berulang-
ulang kali dalam hal yang sama, diterima oleh masyarakat dengan baik, 
                                                             
15
Zaeni Asyhadie, Hukum Perburuhan Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubugan Kerja 
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 3. 
16
Zainal Asikin, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
1993), hal. 34. 
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sehingga tindakan yang selalu berlawanan dengan kebiasaan itu 
dirasakan sebagai hukum, hukum kebiasaan sering kali bersumber dari 
norma atau kaidah sosial. Kaidah sosial dalam masyarakat dibedakan 
menjadi norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. 
 Kebiasaan atau hukum tidak tertulis berkembang dengan baik 
karena dua faktor: 
1) Pembentuk undang-undang atau peraturan perburuhan/  
ketenagakerjaan tidak dapat dilakukan secepat perkembangan soal-
soal perburuhan/ketenagakerjaan yang harus di atur. Kemajuan dan 
perubahan tidak dapat diikuti dengan seksama oleh perundang-
undangan. Keadaan yang demikian terdapat di mana-mana 
terurtama di Indonesia dimana perkembangan mengenai 
perburuhan/ ketenagakerjaan berjalan sangat cepat 
2) Peraturan-peraturan dari zaman Hindia Belanda dahulu sudah tidak 
lagi dirasakan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan aliran-
aliran yang tumbuh di seluruh dunia.
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d. Putusan  
Apabila aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat di rasa masih 
kurang lengkap, maka putusan pengadilan tidak hanya memberi bentuk 
hukum pada kebiasaan, tetapi juga dapat di katakan menentukan dan 
menetapkan besar hukum itu sendiri. 
                                                             
17
Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan (Jakarta: Djambatan, 1987), hal. 23. 
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Penyelesaian perselisihan hubungan industrial baik tingkat pusat 
ataupun daerah, putusan ini dapat di jadikan pedoman dalam 
penyelesaian masalah ketenagakerjaan khususnya lembaga penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial yang bersifat mengikat oleh pengadilan 
negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal para pihak agar 
putusan tersebut dapat di jalankan (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial). 
e. Perjanjian 
Perjanjian merupakan peristiwa dimana pihak yang satu berjanji kepada 
pihak yang lainnya untuk melaksanakan suatu hal, sehingga pihak-pihak 
yang bersangkutan terikat oleh isi perjanjian yang di adakan, sehingga 
aturan dalam perjanjian mempunyai kekuatan hukum sebagai undang-
undang. 
Perjanjian kerja pada umumnya hanya berlaku antara pekerja/buruh 
dengan pengusaha yang menyelenggarakan dan orang lain atau pihak 
lain tidak terikat. Pekerja atau buruh menyatakan kesanggupannya untuk 
bekerja pada pengusaha dengan menerima upah dan pengusaha 
menyatakan kesanggupan untuk mempekerjakan pekerja/buruh dengan 
membayar upah. 
f. Traktat  
Traktat merupakan perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau 
lebih yang dikenal dengan perjanjian antar negara atau perjanjian 
internasional. 
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3. Pihak-pihak dalam hukum ketenagakerjaan 
Pihak-pihak yang terkait tidak hanya pekerja/buruh dan 
pengusaha/majikan saja, melainkan juga badan-badan lain seperti 
organisasi pekerja/buruh, organisasi pengusaha/majikan, dan badan-badan 
pemerintah. 
a. Pekerja/buruh 
Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan, istilah buruh sangat dikenal dalam hukum-
hukum perburuhan/ketenagakerjaan karena sering di gunakan sejak 
zaman penjajahan Belanda. Dahulu yang di maksud dengan buruh 
adalah orang-orang pekerja kasar seperti kuli, mandor, tukang dan lain-
lain yang melakukan pekerjaan kasar sejenisnya dan disebut dengan 
Blue Collar, sedangkan orang-orang yang melakukan pekerjaan halus 
oleh Pemerintah Hindia Belanda disebut dengan istilah 
“karyawan/pegawai” dan disebut dengan White Collar. 
Dalam perkembangan perundang-undangan perburuhan sekarang 
tidak dibedakan antara buruh halus dan buruh kasar yang mempunyai 
hak dan kewajiban yang sama tidak mempunyai perbedaan apapun. 
Bahkan istilah buruh di upayakan diganti dengan istilah pekerja, 
sebagaimana yang telah di usulkan oleh pemerintah (Depnaker) pada 
waktu kongres FBSI II Tahun 1985, karena istilah buruh kurang sesuai 
dengan kepribadian bangsa, buruh lebih menunjuk pada golongan yang 
selalu di tekan dan berada di bawah pihak lain yakni majikan. 
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Namun karena pada masa orde baru istilah pekerja khususnya 
istilah serikat pekerja banyak di intervensi oleh kepentingan 
pemerintah, maka kalangan buruh trauma dengan penggunaan istilah 
tersebut sehingga untuk mengakomodir kepentingan buruh dan 
pemerintah, istilah tersebut di sandingkan. 
Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa: 
Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan 
menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 
Pengertian pekerja/buruh tersebut memiliki makna yang lebih 
luas, karena dapat mencakup semua orang yang bekerja pada siapa saja 
baik perorangan, persekutuan, badan hukum atau badan lainnya 
dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun. 
b. Pengusaha 
Sama halnya dengan istilah buruh, istilah majikan juga sangat 
dikenal sebelum di berlakukannya Undang-Undang Nomor 13 tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun, istilah majikan sekarang tidak 
di pergunakan lagi dan diganti dengan pengusaha karena istilah 
majikan berkonotasi sebaga pihak yang selalu berada di atas sebagai 
lawan atau kelompok penekan buruh, padahal secara yuridis antara 
buruh dan majikan mempunyai kedudukan yang sama. 
Pengusaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah: 
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1) Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang 
menjalankan suatu perusahaan milik sendiri 
2) Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara 
berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya  
3) Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada 
di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana di maksud dalam 
huruf a, b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. 
Pengertian pengusaha sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat di tarik 
kesimpulan bahwa pengurus perusahaan (orang yang menjalankan 
perusahaan bukan miliknya) termasuk dalam pengertian pengusaha, 
artinya pengurus perusahaan di samakan dengan pengusaha 
(orang/milik perusahaan). 
c. Organisasi pekerja/buruh 
Pekerja/buruh sifatnya lemah, baik di pandang dari segi ekonomi 
maupun di pandang dari segi kedudukan dan pengaruhnya terhadap 
pengusaha/majikan. Pekerja atau buruh merupakan warga negara 
mempunyai persamaan dan kedudukan dalam hukum, memiliki hak 
untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, 
mengeluarkan pendapat, berkumpul dalam suatu organisasi, serta 
mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. Hak 
pekerja/buruh tersebut telah di jamin dalam Pasal 28 Undang-Undang 
Dasar 1945. 
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Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa: 
Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang di bentuk 
dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar 
perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan 
bertanggung jawabguna memperjuangkan, membela serta melindungi 
hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan 
pekerja/buruh dan keluarganya. 
Berdasarkan pengertian serikat pekerja/buruh tersebut, dapat di 
ketahui bahwa tujuan dari serikat buruh/serikat buruh adalah 
memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta 
meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan 
keluarganya. 
d. Organisasi Pengusaha 
Organisasi pengusaha mempunyai peranan penting dalam 
menyelenggarakan pembangunan nasional, khususnya dalam bidang 
ketenagakerjaan, karena pengusaha ikut bertanggung jawab ats 
terwujudnya tujuan pembangunan nasional menuju kesejahteraan 
sosial, spiritual dan material.
18
  jadi, sebaiknya perhatian pengusaha 
tidak hanya memperjuangkan kepentingan sendiri tetapi juga 
kepentingan pekerja/buruh sebagai salah satu komponen produksi yang 
perlu mendapat perlindungan hukum. 
                                                             
18
Abdul Hakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 137. 
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Pasal 105 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa mengenai organisasi pengusaha 
menentukan sebagai berikut: 
1) Setiap pengusaha berhak membentuk dan menjadi anggota 
organisasi pengusaha 
2) Ketentuan mengenai organisasi pengusaha di atur dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Di Indonesia terdapat dua macam organisasi pengusaha, yaitu: 
a) KADIN 
Kamar Dagang Industri (KADIN) adalah wadah bagi pengusaha 
Indonesia dan bergerak dalam bidang ketenagakerjaan, untuk 
meningkatkan peran serta pengusaha nasional dalam kegiatan 
pembangunan, maka pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 
49 Tahun 1973 membentuk KADIN. 
b) APINDO  
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) merupakan organisasi 
pengusaha yang khusus mengurus masalah yang berkaitan 
dengan ketenagakerjaan. APINDO adalah suatu wadah kesatuan 
para pengusaha yang ikut serta untuk mewujudkan kesejahteraan 
sosial dalam dunia usaha melalui kerja sama yang terpadu dan 
serasi antara pemerintah, pengusaha dan pekerja serta lahir atas 
dasar peran dan tanggung jawabnya untuk pembangunan nasional 
dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. 
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e. Pemerintah 
Campur tangan pemerintah dalam hukum ketenagakerjaan 
mempunyai peran yang sangat penting. Hal ini di maksudkan untuk 
menciptakan keadilan dalam hubungan ketenagakerjaan akan sulit 
tercapai karena pihak yang kuat akan selalu ingin menguasai yang 
lemah. Atas dasar itu, pemerintah turut campur tangan melalui 
peraturan perundang-undangan untuk memberikan jaminan kepastian 
hak dan kewajiban kepada para pihak. 
Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan hukum di bidang 
ketenagakerjaan akan menjamin pelaksanaan hak-hak normatif pekerja 
yang pada gilirannya mempunyai dampak terhadap stabilitas usaha. 
Selain itu pengawasan ketenagakerjaan juga akan dapat membidik 
pengusaha dan pekerja untuk selalu taat menjalankan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku sehingga akan tercipta suasana 
kerja yang harmonis. 
4. Hubungan kerja 
Hubungan kerja merupakan suatu hubungan hukum yang di lakukan 
oleh minimal dua subjek hukum yaitu pengusaha dan pekerja/buruh yaitu 
pengusaha dan pekerja/buruh mengenai suatu pekerjaan, hal tersebut 
menunjukkan kedudukan dari para pihak yaitu pengusaha dan 
pekerja/buruh yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban dai masing-
masing pihak. 
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Pengertian hubungan kerja berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah: 
Hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan 
perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. 
Dalam pengertian hubungan kerja tersebut, terkandung arti bahwa 
pihak pekerja/buruh dalam melakukan pekerjaan berada di bawah 
pimpinan pihak lain yang di sebut pengusaha, hubungan kerja pada 
dasarnya meliputi hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian kerja sebagai 
dasar hubungan kerja, hak dan kewajiban para pihak, berakhirnya 
hubungan kerja dan penyelesaian antara pihak-pihak yang bersangkutan.
  
Jadi dapat di ketahui bahwa hubungan kerja sebagai bentuk hukum 
yang lahir atau ada setelah adanya perjanjian kerja yang dilakukan antara 
pekerja/buruh dengan pengusaha, perjanjian kerja yang di buat oleh 
pengusaha dengan pekerja/buruh tidak boleh bertentangan dengan 
perjanjian kerja bersama yang di buat oleh pengusaha dengan serikat 
pekerja/serikat buruh yang ada pada perusahaan, demikian pula perjanjian 
kerja tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan yang 
di buat oleh pengusaha. 
a. Perjanjian Kerja 
Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa: 
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Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan 
pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak 
dan kewajiban para pihak. 
Pengertian perjanjian kerja berdasarkan ketentuan dalam Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut, 
sifatnya lebih umum karena pengertian tersebut menunjuk pada 
hubungan antara pekerja/buruh dan pengusaha yang memuat syarat-
syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak, syarat pekerja berkaitan 
dengan pengakuan serikat pekerja, sedangkan hak dan kewajiban para 
pihak salah satunya adalah upah di samping hak dan kewajiban lain 
yang akan dibicarakan secara tersendiri. 
Berdasarkan pengertian perjanjian kerja dapat di tarik beberapa 
unsur perjanjian kerja, yakni: 
a. Ada pekerjaan 
Dalam suatu perjanjian kerja harus ada pekerjaan yang di 
perjanjikan (objek perjanjian) dan pekerjaan itu haruslah di 
lakukan sendiri oleh pekerja/buruh. Secara umum, pekerjaan 
adalah segala perbuatan yang harus di lakukan oleh pekerja/buruh 
untuk kepentingan peengusaha sesuai isi perjanjian kerja. 
b. Ada upah 
Upah harus ada dalam setiap hubungan kerja, karena upah 
memegang peranan penting dalam hubungan kerja (perjanjian 
kerja), bahkan dapat di katakan tujuan utama orang bekerja adalah 
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untuk mendapatkan upah. Upah adalah hak pekerja/buruh yang di 
terima dan di nyatakan bentuk uang atau bentuk lain sebagai 
imbalan dari pengusaha kepada pekerja/buruh yang di tetapkan 
dan di bayarkan menurut suatu perjanjian, kesepakatan atau 
peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi 
pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang 
telah di lakukan. 
c. Ada perintah  
Perintah merupakan  unsur yang paling khas dari hubungan kerja, 
maksudnya pekerjaan yang di lakukan oleh pekerja/buruh berada 
di bawah perintah pengusaha.
 
Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja dapat di buat 
dalam bentuk lisan maupun tertulis. Namun, secara normatif perjanjian 
kerja dalam bentuk tertulis menjamin hak dan kewajiban para pihak, 
sehingga jika terjadi perselisihan akan membantu dalam proses 
pembuktian. 
b. Perjanjian Kerja Bersama 
Perjanjian kerja bersama merupakan pengganti istilah kesepakatan 
kerja bersama, yang istilah awalnya adalah perjanjian perburuhan.
19 
perjanjian kerja bersama dapat menyeimbangkan keberadaan dan 
kedudukan antara pengusaha dan pekerja/buruh. 
                                                             
19
Hardiyan Rusli, Hukum Ketenagakerjaan 2003 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hal. 36. 
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Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa: 
Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil 
perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat 
pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung 
jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa 
pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat 
kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. 
Berdasasarkan padda pengertian perjanjian kerja tersebut, dapat di 
ketahui bahwa pihak-pihak dalam perjanjian kerja bersama adalah 
serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat 
buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan dan pengusaha atau beberapa/perkumpulan 
pengusaha. 
Dalam penyusunannya perjanjian kerja bersama di lakukan secara 
musyawarah atau perundingan dan di buat secara tertulis dengan huruf 
latin dan bahasa Indonesia. Perjanjian kerja bersama cukup di 
daftarkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan karena perjanjian kerja bersama yang di buat serikat 
pekerja/serikat buruh dan pengusaha di anggap sudah dapat mewakili 
kepentingan pekerja/buruh sebagai pihak yang lemah. 
Terdapat berbagai hal yang harus di perhatikan dalam pembuatan 
perjanjian kerja bersama, antara lain sebagai berikut: 
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1) Dalam suatu perusahaan hanya dapat di buat satu perjanjian 
kerja bersama yang berlaku bagi semua pekerja/buruh di 
perusahaan tersebut 
2) Serikat pekerja/serikat buruh yang berhak mewakili 
pekerja/buruh dalam melakukan perundingan pembuatan 
perjanjian kerja bersama dengan pengusaha adalah yang 
memiliki anggota lebih dari 50% dari jumlah seluruh 
pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan 
3) Perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan jika isi 
perjanjian kerja bersama tersebut bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan 
yang bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang 
berlaku adalah ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan. 
Masa berlaku perjanjian kerja bersama hanya dapat di buat untuk 
paling lama dua tahun, untuk selanjutnya dapat di perpanjang paling 
lama satu tahun. Jika tidak terdapat ketentuan lain, maka perjanjian 
kerja bersama yang telah di buat berlaku terus-menerus untuk waktu 
yang sama, tetapi tidak melebihi waktu satu tahun kecuali ada 
pernyataan untuk mengakhiri yang dapat di lakukan selambat-
lambatnya satu bulan sebelum waktu perjanjian kerja bersama. 
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Pasal 124 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa perjanjian kerja bersama paling 
sedikit memuat: 
a) Hak dan kewajiban pengusaha 
b) Hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh serta 
pekerja/buruh 
c) Jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjanjian bersama 
d) Tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama. 
c. Peraturan Perusahaan 
Peraturan perusahaan perupakan salah satu hal yang dapat 
menguatkan kedudukan dan keberadaan penguasa sebagai pemilik 
perusahaan atas pekerja/buruh yang secara ekonomis memiliki 
kedudukan yang lebih rendah, karena pengusaha dapat memasukkan 
berbagai hal yang di kehendaki. 
Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa: 
Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis 
oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib 
perusahaan. 
Dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan 
Koperasi Nomor 02/MEN/1976 menyebutkan bahwa: 
Peraturan perusahaan adalah suatu peraturan yang dibuat oleh 
pimpinan perusahaan yang memuat ketentuan-ketentuan tentang 
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syarat-syarat kerja yang berlaku pada perusahaan dan memuat tata 
tertib perusahaan. 
Dari pengertian tersebut jelas bahwa peraturan perusahaan di buat 
secara sepihak oleh pengusaha yang berisikan tentang syarat kerja, hak 
kewajiban pekerja dan pengusaha serta tata tertib perusahaan. Dengan 
kata lain peraturan perusahaan merupakan petunjuk teknis dari PKB 
maupun perjanjian kerja yang di buat oleh pekerja/serikat pekerja 
dengan pengusaha. 
Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-
kurangnya sepuluh orang wajib membuat peraturan perusahaan yang 
mulai berlaku setelah di sahkan oleh menteri atau pejabat yang di 
tunjuk (Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 108 ayat 
(2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 
kewajiban membuat peraturan perusahaan tidak berlaku bagi 
perusahaan yang telah memiliki perjanjian bersama. 
Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa peraturan perusahaan sekurang-
kurangnya memuat: 
a) Hak dan kewajiban pengusaha 
b) Hak dan kewajiban pekerja/buruh  
c) Syarat kerja 
d) Tata tertib perusahaan 
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e) Jangka waktu peraturan perusahaan 
Masa berlaku peraturan perusahaan paling lama dua tahun dan 
wajib di perbaharui setelah habis masa berlakunya, dan ketentuan 
dalam peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
C. Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja di PT Hero Supermarket Tbk 
(GIANT) Makassar. 
Pemaparan dalam bab ini merupakan gambaran dari hasil 
penelitian yang telah dilakukan di lokasi penelitian yaitu, PT. Hero 
Supermarket Tbk (GIANT). Hasil dari penelitian ini terdiri dari data 
primer dan sekunder. Data primer di dapat dari hasil observasi lapangan, 
wawancara dengan pihak-pihak yang terkait seperti pihak dari perusahaan 
pada khususya.  
Berdasarkan data yang di peroleh mengenai jumlah pemutusan 
hubungan kerja hanya ada 10 karyawan yang telah terputus hubungan 
kerjanya karena atas kemauan diri sendiri sejak berdirinya GIANT di 
Alauddin Makassar pada tahun 2010 hingga sekarang. 
Adapun proses untuk mengundurkan diri harus mengajukan 
permohonan 1 bulan sebelum pengunduran diri dengan mengembalikan 
seragam, ID Card dan kartu asuransi yang di berikan oleh perusahaan serta 
menandatangani beberapa dokumen yang terkait dengan pengunduran 
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dirinya.
 20 
Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 162 ayat 3 UU No. 
13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan : 
1. Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis 
selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran 
diri 
2. Tidak terikat dalam ikatan dinas  
3. Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai 
pengunduran diri. 
Hak yang di dapatkan oleh karyawan karena pengunduran diri 
yaitu uang penggantian hak dan uang pisah. Jika pekerja tersebut 
mengundurkan diri secara mendadak tanpa mengikuti prosedur sesuai 
ketentuan yang berlaku (diajukan 30 hari sebelum tanggal pengunduran 
diri) maka pekerja tersebut hanya mendapatkan uang penggantian hak. 
Tetapi kalau mengikuti prosedur maka pekerja tersebut mendapatkan uang 
pisah yang besar nilainya berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan 
pekerja yang tertuang dalam perjanjian kerja bersama (PKB) atau 
peraturan perusahaan. 
Uang penggantian hak yang diterima berdasarkan Pasal 156 ayat 
(4) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: 
1. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur  
2. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya 
ke tempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja 
                                                             
20
Wawancara dengan Asri Susilawati, tanggal 28 November 2015 di PT. Hero Supermarket 
Tbk (GIANT). 
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3. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan 
ditetapkan 15% dari uang pesangon dan atau uang penghargaan 
masa kerja bagi yang memenuhi syarat 
4. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan 
perusahaan atau perjanjian kerja bersama.  
Sebagaimana atas hasil penelitian yang di dapatkan dari 
perusahaan “Dalam pelaksanaannya perusahaan tidak serta merta 
melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja dan tidak pernah 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah di tetapkan 
oleh pemerintah” 21 
Dari hasil penelitian tersebut sudah tampak jelas bahwa perusahaan 
tersebut selaras dari prosedur yang telah di tetapkan menurut Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam 
pelaksanaannya di proses dengan peraturan kerja bersama dan undang-
undang ketenagakerjaan, pemberian penggantian hak dan uang pisah.  
Perusahaan GIANT dapat melakukan PHK apabila pekerja 
melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja, peraturan perusahaan 
atau perjanjian kerja bersama (PKB). Akan tetapi sebelum melakukan 
PHK, perusahaan wajib memberikan surat peringatan secara 3 kali 
berturut-turut. Perusahaan juga dapat menentukan sanksi yang layak 
tergantung jenis pelanggaran, dan untuk pelanggaran tertentu, perusahaan 
                                                             
21
Wawancara dengan Asri Susilawati, tanggal 28 November 2015 di PT. Hero Supermarket 
Tbk (GIANT). 
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bisa mengeluarkan SP 3 secara langsung atau langsung memecat. Semua 
hal ini di atur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan masing-masing 
karena setiap perusahaan mempunyai peraturan yang berbeda-beda. 
Selain karena kesalahan pekerja, pemecatan juga dilakukan karena 
alasan lain, PHK akan terjadi karena keadaan diluar kuasa perusahaan. 
Bagi pekerja yang di PHK, alasan PHK berperan besar dalam 
menentukan apakah pekerja tersebut berhak atau tidak berhak atas uang 
pesangon, uang penghargaan dan uang penggantian hak. Peraturan 
mengenai uang pesangon , uang penghargaan dan uang penggantian hak di 
atur dalam Pasal 156, Pasal 160 sampai Pasal 169 UU No. 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan. 
Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pihak 
perusahaan dapat saja melakukan PHK dalam berbagai kondisi 
1. Pengunduran diri secara baik-baik atas kemauan sendiri 
Bagi pekerja yang mengundurkan diri secara baik-baik tidak 
berhak mendapat uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 2, UU 
No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang bersangkutan juga tidak 
berhak mendapat uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 
ayat 3, UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tetapi berhak 
mendapatkan uang penggantian hak mendapatkan 1 kali ketentuan Pasal 
156 ayat 4, UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
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Apabila pekerja tersebut mengundurkan diri secara mendadak 
tanpa mengikuti prosedur sesuai ketentuan yang berlaku (di ajukan 30 hari 
sebelum tanggal pengunduran diri) maka pekerja tersebut hanya 
mendapatkan uang penggantian hak, tetapi kalau mengikuti prosedur maka 
pekerja tersebut mendapatkan uang pisah yang besar nilainya berdasarkan 
kesepakatan antara pengusaha dan pekerja yang tertuang dalam perjanjian 
kerja bersama atau peraturan perusahaan. 
2. Pengunduran diri secara tertulis atas kemauan sendiri karena berakhirnya 
hubungan kerja  
Bagi pekerja kontrak yang mengundurkan diri karena masa kontrak 
berakhir, maka pekerja tersebut tidak mendapatkan uang pesangon sesuai 
ketentuan Pasal 154 ayat 2 dan uang penghargaan masa kerja sesuai 
ketentuan Pasal 156 ayat 3 juga uang pisah tetapi berhak atas penggantian 
hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 4. 
3. Pengunduran diri karena mencapai usia pensiun 
Mengenai batasan usia pensiun perlu disepakati antara pengusaha 
dan pekerja yang di tuangkan dalam perjanjian kerja bersama atau 
peraturan perusahaan. Batasan usia pensiun yang dimaksud adalah 
penentuan usia berdasarkan usia kelahiran dan berdasarkan jumlah tahun 
masa kerja. 
4. Pekerja melakukan kesalahan berat  
Pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya berdasarkan kesalahan 
berat hanya dapat memperoleh uang pengganti hak, sedangkan bagi 
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pekerja tugas dan fungsi tidak mewakili kepentingan perusahaan secara 
langsung, selain memperoleh uang pengganti, juga diberikan uang pisah 
yang besarnya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan 
perjanjian kerja bersama. 
5. Pekerja di tahan pihak yang berwajib 
Perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 
pekerja setelah 6 bulan tidak melakukan pekerjaan yang disebabkan masih 
dalam proses pidana. Dalam ketentuan bahwa perusahaan wajib membayar 
kepada pekerja atau buruh uang penghargaan masa kerja 1 kali ditambah 
uang pengganti hak. 
Untuk pemutusan hubungan kerja ini tanpa harus ada penetapan 
dari lembaga penyelesaian hubungan industrial tetapi apabila pengadilan 
memutuskan pekerja pidana sebelum 6 bulan dan pekerja dinyatakan tidak 
bersalah, perusahaan wajib mempekerjakan kembali. 
6. Perusahaan mengalami kerugian  
Apabila perusahaan bangkrut dan tutup karena mengalami kerugian 
secara terus menerus selama 2 tahun, perusahaan dapat melakukan 
pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja. 
Syaratnya adalah harus membuktikan kerugian tersebut dengan 
laporan keuangan 2 tahun terakhir yang telah di audit oleh akuntan publik, 
dan perusahaan wajib memberikan uang pesangon 1 kali ketentuan dan 
uang penggantian hak. 
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7. Pekerja mangkir terus menerus  
Perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja apabila pekerja 
tidak masuk selama 5 hari berturut-turut tanpa keterangan tertulis yang di 
lengkapi bukti-bukti yang sah meskipun telah dipanggil 2 kali secara patut 
dan tertulis oleh perusahaan, dalam situasi seperti ini pekerja dianggap 
telah mengundurkan diri.  
Keterangan dan bukti sah yang menunjukkan alasan pekerja tidak 
masuk harus diserahkan paling lambat pada hari pertama pekerja masuk 
kerja dan untuk panggilan patut di artikan bahwa panggilan dengan 
tenggang waktu paling lama 3 hari kerja dengan di alamatkan pada alamat 
pekerja yang bersangkutan atau alamat yang dicatatkan pada perusahaan. 
Pekerja yang di PHK akibat mangkir berhak menerima uang 
pengganti hak dan uang pisah yang besarnya dalam pelaksanaannya diatur 
dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. 
8. Pekerja meninggal dunia  
Hubungan kerja otomatis akan berakhir ketika pekerja meninggal 
dunia, perusahaan berkewajiban untuk memberiakan uang yang besarnya 2 
kali yang pesangon, 1 kali uang penghargaan masa kerja, dan uang 
pengganti hak. Adapun sebagai ahli waris janda/ duda atau tidak ada anak 
atau tidak ada keturunan garis lurus ke keatas/ kebawah selam tidak di atur 
dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama. 
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9. Pekerja melakukan pelanggaran 
Di dalam hubungan kerja ada suatu ikatan antara pekerja dengan 
perusahaan yang berupa perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan 
perjanjian kerja bersama yang dibuat oleh perusahaan atau secara bersama-
sama antara pekerja/ serikat pekerja dengan perusahaan, yang isinya 
minimal hak dan kewajiban masing-masingpihak dan syarat-syarat kerja, 
dengan perjanjian yang telah disetujui oleh masing-masing pihak 
diharapkan di dalam implementasinya tidak melanggar oleh satu pihak. 
Pelanggaran terhadap perjanjian yang ada tentunya ada sanksi yang 
berupa teguran lisan atau surat tertulis, sampai yang berupa surat 
peringatan tertulis dapat dibuat surat peringatan ke I, ke II, sampai ke III, 
masing-masing berlakunya surat peringatan selam 6 bulan sehingga 
apabila pekerja sudah diberi peringatan sampai 3 kali berturut-turut dalam 
6 bulan terhadap pelanggaran yang sama maka berdasarkan peraturan yang 
ada kecuali ditentukan lain yang ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, 
peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama maka perusahaan dapat 
melakukan pemutusan hubungan kerja, perusahaan berkewajiban 
memberikan uang pesangon 1 dari ketentuan, uang penghargaanmasa kerja 
1 kali ketentuan dan uang pengganti hak yang besarnya ditentukan dalam 
peraturan yang ada. 
10. Perubahan status, penggabungan, pelemburan atau perubahan kepemilikan 
Bagi pekerja yang di akhiri hubungan kerjanya karena alasan 
tersebut di atas maka: 
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a) Pekerja yang tidak bersedia melanjutkan hubungan kerjanya, pekerja 
tersebut berhak atas uang pesangon 1 kali sesuai ketentuan Pasal 156 
ayat 2 dan uang penghargaan masa kerja 1 kali sesuai Pasal 156 ayat 3 
dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 4 dan tidak 
berhak mendapatkan uang pisah. 
b) Perusahaan tidak bersedia menerima pekerja di perusahaannya maka 
bagi pekerja tersebut berhak atas uang pesangon 2 kali ketentuan Pasal 
156 ayat 2 dan uang penghargaan masa kerja Pasal 156 ayat 3 dan 
uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 4 dan tidak 
berhak mendapatkan uang pisah. 
11. Pemutusan hubungan kerja karena alasan efisiensi  
Bagi pekerja yang mengakhiri hubungan bekerjanya karena 
efisiensi maka pekerja tersebut berhak atas uang pesangon 2 kali ketentuan 
Pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 
ayat 3 dan uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat 4 
tetapi tidak berhak mendapatkan uang pisah. 
 Dalam Pasal 151 ayat (1) dan ayat (2) berarti, PHK tidak boleh dilakukan 
secara sepihak melainkan harus melalui perundingan terlebih dahulu, 
kemudian apabila hasil perundingan tersebut tidak mengahasilkan 
persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan 
pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial. Demikian ketentuan Pasal 151 ayat (3) 
UU ketenagakerjaan. 
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 Adapun lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang 
dimaksud adalah mediasi ketenagakerjaan, konsiliasi ketenagakerjaan, 
arbitrase ketenagakerjaan dan pengadilan hubungan industrial. Hal 
tersebut diatur lebih jauh di dalam UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPH 
(penyelesaian perselisihan hubungan industrial). 
 Pemutusan hubungan kerja tanpa adanya penetapan dari lembaga 
penyelesaian hubungan industrial akan menjadi batal demi hukum. Artinya 
secara hukum PHK tersebut dianggap belum terjadi (Pasal 155 ayat 1 UU 
No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan), dan selama putusan lembaga 
penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapakan baik 
pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya 
(Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan). Pekerja/buruh tetap harus bekerja dan pengusaha tetap 
harus membayarkan upahnya selama belum ada keputusan dari lembaga 
penyelesaian hubungan industrial dan pengusaha dapat melakukan 
pengecualian berupa tindakan skorsing kepada pekerja yang sedang dalam 
proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap membayarkan upah 
beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja (Pasal 155 ayat 3 UU 
No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). 
 Menurut Pasal 98 UU No. 2 tahun 2004 tentang PPHI, apabila dalam 
persidangan pertama secara nyata pihak pengusaha terbukti tidak 
melaksanakan kewajibannya, maka hakim ketua sidang harus segera 
memberikan putusan sela berupa perintah kepada pengusaha untuk 
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membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja yang 
bersangkutan, dan jika putusan sela tersebut tidak dilaksanakan oleh 
pengusaha maka hakim ketua sidang memerintahkan sita jaminan dalam 
sebuah penetapan pengadilan hubungan industrial, putusan sela tersebut 
tidak dapat diajukan perlawanan dan atau tidak dapat digunakan upaya 
hukum. 
 Perusahaan dilarang melakukan PHK dengan alasan: 
a) Pekerja berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan 
dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus menerus 
b) Pekerja berhalangan menjalankan pekerjaannya, karena memenuhi 
kewajiban terhadap Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku 
c) Pekerja menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya  
d) Pekerja menikah 
e) Pekerja perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan atau 
menyusui bayinya 
f) Pekerja mempunyai ikatan darah dan atau ikatan perkawinan dengan 
pekerja lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah di atur dalam 
perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama 
g) Pekerja mendirikan, menjadi anggota dan atau mengurus serikat 
pekerja, pekerja melakukan kegiatan serikat pekerja di luar jam kerja 
atau di dalam jam kerja atas kesepakatan perusahaan berdasarkan 
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ketentuan yang di atur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan 
atau perjanjian kerja bersama 
h) Pekerja yang mengadukan perusahaan kepada yang berwajib mengenai 
perbuatan perusahaan yang melakukan tindak pidana kejahatan 
i) Karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, 
golongan, jenis kelamin, kondisi fisik atau status perkawinan 
j) Pekerja dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau 
sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter 
yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat di pastikan. 
Pemutusan hubungan kerja yang di lakukan sebagaimana di 
maksud di atas, di anggap batal demi hukum dan pengusaha wajib 
mempekerjakan kembali pekerja/buruh yang bersangkutan.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Ketentuan hukum dan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan dalam 
aturannya menjelaskan untuk melindungi pekerja dari tindak kesewenang-
wenangan dari pihak yang berkuasa atau membentuk keseimbangan antara 
pengusaha dan pekerja demi tercapainya suatu keadilan dengan berlandaskan 
pada peraturan yang telah ditetapkan berdasarkan Unndang-Undang Nomor 
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
2. Pelaksanaan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada PT. Hero Supermarket, 
Tbk (GIANT) telah sesuai dengan prosedur yang telah di tentukan 
ketetapannya yang mana di tujukan untuk mencapai keadilan dalam bidang 
ketenagakerjaan sebagaimana telah di atur dalam ketentuan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.   
B. Implikasi Penelitian 
Dalam hubungan kerja sebaiknya pihak perusahaan memberikan arahan  kepada 
karyawannya agar dalam bekerja lebih di tekankan rasa kekeluargaan dan 
kerjasama yang baik, agar tercipta rasa nyaman dalam melakukan tugasnya 
masing-masing sebagai karyawan sehingga mengurangi dampak dari akibat 
pemutusan hubungan kerja atas kemauan diri sendiri. 
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